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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis muamalah yang umum adalah jual beli barang dan jasa antar
individu. Rasulullah SAW juga telah memberikan tuntunan akhlak perdagangan,
merinci jenis-jenis transaksi yang dibolehkan oleh Islam dan yang diharamkan. Bahwa
penjual dan pembeli keluar dari kesepakatan tanpa cedera. Alasannya adalah satu
pihak tidak akan rugi, yang merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam setiap
transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami etika perdagangan yang
sebenarnya. Sejak awal umat manusia, orang telah terlibat dalam kegiatan muamalah
termasuk perdagangan, pembelian, dan penjualan untuk mengamankan sumber daya
yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Seiring dengan perkembangan
masyarakat manusia, begitu pula harapan manusia, dan pada akhirnya muncul ide
untuk menerapkan rukun muamalah.

Menurut definisi jual beli (al-bai"), pelaksanaan jual beli (al-bai") harus ada
kaitannya dengan rukun dan syarat, dan yang terpenting tidak boleh ada penipuan.
Oleh karena itu, harus ada kebutuhan atau kesepakatan bersama.l. Al-Qur’an ayat 29
berbunyi tekanan pentingnya melakukan transaksi yang adil dan jujur atau mencapai

mufakakat:

! Edwin Mustafa Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, ( Depok: Kencana, 2017), h.
24.
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Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu.” (An-Nisa/29).2

Dengan struktur pasar yang kompleks saat ini, bukan hal yang aneh jika
pelanggan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk model dan gaya terbaru
dari merek favorit. Hal ini terutama berlaku di industri transportasi yang bergerak
cepat, terbukti dengan menjamurnya model-model sepeda motor baru yang
menawarkan berbagai fitur dan fasilitas.

Kewajiban menentukan waktu penyerahan dalam sebuah perjanjian dijelaskan

Allah dalam Firman Allah al-bagarah: 282
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2 Mahmud Munhammad Babily, Etika Berbisnis “Studi Kajian Konsep Perekonomian
Menurut Al-Quran dan as-Sunnah (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah
telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan
hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi
sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang
akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan
sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika
tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan
dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para
saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi
mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas
waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih
mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu
merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan
ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian),
maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah
kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Bagarah/282).2

3 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan terjemahannya”. (Jakarta: 2007), h 51



Berdasarkan pasal 1313 kitab undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa

macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah :

1.

2.

Pembeli diwajibkan untuk mencoba produk sebelum membeli..

Dalam praktik "monster koop op", pembeli dan penjual bertemu tanpa
terlebih dahulu melihat barang yang sebenarnya mereka beli, melainkan
bertukar contoh barang serupa.

Perjanjian untuk membeli dan menjual komoditas secara kredit adalah
karakteristik perdagangan yang dapat ditunjukkan melalui kontrak.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang termasuk dalam
penjualan piutang itu. Debitur secara hukum wajib menerima
pembayaran dalam bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat
pembelian piutang.

Dengan inden, setelah pembeli dan penjual menyepakati barang dan
harganya, meskipun tidak ada pihak yang menerima pengiriman barang

atau menukar uang, jual beli dianggap telah terjadi.*

Sistem inden jual beli memerlukan penempatan pesanan pembelian dari vendor

ke pembeli dengan harga yang ditentukan sebelumnya dan dalam jangka waktu

tertentu untuk mencegah kemungkinan penipuan. Pemasok dan pembeli telah

menetapkan kerangka waktu untuk pengiriman produk. Jika jual beli pivot dilakukan

sesuai dengan syarat yang disepakati pada saat transaksi, maka jual beli tersebut sah.

Kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu produk semuanya memenuhi harapan.®

4Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Mengenai Pasal 1313 Sampai
1456 BW). (Jakarta Rajagrafindo Persada, 2011), h. 63.
> Imam Mustofa, Figh Mu amalah kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016 ), h. 88.



Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwasannya dalam
melakukan takaran harus jelas, dan jangka waktunya harus ditentukan Nabi SAW

bersabda:
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Artinya: “ Dari Ibnu Abbas R.A berkata ia: barang siapa melakukan salaf

(salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas,

dan untuk jangka waktu yang diketahui “ (HR. Bukhari dan Muslim)” ®

Jika tanggal pengiriman tidak disebutkan dalam akad pesanan, seperti yang
dipersyaratkan oleh Al-Figh Al-Islami Wa'Adillatu Wahbah Az-Zuhaili, akad tersebut

tidak sah dan pembeli berhak mendapatkan ganti rugi.
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Artinya : Dalam akad salam disyaratkan menentukan waktu penyerahan,

sehingga tidak sah akad salam tanpa penentuan batas waktu penyerahan. ’
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Artinya : Tidak diketahui masanya, seperti jual beli sampai “masa begini” atau

“masa begini”, maka rusaklah jual beli itu karena masanya tidak diketahui.

Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penundaan pembelian

atas ingkar janji yaitu:

6 Sahih al-Bukhari Dar al-Fikr,Jilid 2,( Beirut: Dar Al-Kotoh Al-ilmiyah, 1999 ), h. 36.

7 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275
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Artinya: Siapa yang menemukan haknya pada orang lain baik berupa harta
maupun benda dan orang tersebut selalu menunda-nunda dalam
mengembalikannya atau bahkan bahkan mengingkari utangnya,
berdasarkan kesepakatan fugaha ia dibolehkan untuk mengambil
haknya secara agama karena sifatnya darurat dan penting. Hal ini

berdasarkan hadis diatas: “siapa yang menemukan benar-benar hak

nya maka ia berhak terhadapnya”.®

Jika memiliki hak atas sesuatu dari orang lain dan orang lain itu terus-menerus
menunda memberikannya, bahkan dalam keadaan darurat, maka berhak menuntutnya,
sebagaimana disebutkan di atas, menurut Wahbah Az-zuhaili.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 memberikan
penjelasan lebih lanjut:

1. Ciri-ciri hutang harus jelas

2. Mampu merinci persyaratan

3. Penyerahannya dilakukan kemudian

4. Kesepakatan tentang waktu dan lokasi untuk pengiriman pengiriman

diperlukan.

5. Pesanan pembelian melarang penjualan kembali sebelum pengiriman.

8 Ibid, h. 378



6. Perjanjian tersebut melarang penukaran produk kecuali item yang ditukar

adalah identik.®

Poin 4 memperjelas bahwa kesepakatan harus dicapai untuk menetapkan
tanggal pengiriman barang. Selanjutnya, sekalipun barang-barang itu belum
diserahkan dan harganya belum dibayar, para pihak tetap dianggap telah mengadakan
jual beli berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata.

Namun pada kenyataannya yang sering terjadi, Pada awal mulanya transaksi
dilakukan dimana pihak konsumen membeli sepeda motor kepada pihak penjual
(pihak) di showroom yang di datangi oleh pihak konsumen, dan pada saat transaksi
dilakukan, dimana pihak konsumen diberitahu bahwasannya sepeda motor tersebut
harus dipesan dahulu (inden), dan pihak konsumen diberitahu untuk menunggu selama
2 bulan lamanya untuk peneriman sepeda motor tersebut, dan pihak konsumen pun
mensetujui nya dan terjadilah transaksi dan kesepakatan antara pihak konsumen dan
pihak showroom. 1°

Namun yang terjadi dimana pihak showroom melanggar apa yang sudah
diperjanjikan diawal pada saat transaksi jual beli sepeda motor sehingga konsumen
selaku pembeli merasa dirugikan akibat terjadinya keterlambatan penerimaan sepeda
motor tersebut, sehingga pihak konsumen merasa adanya unsur ketidakjelasan waktu
peneriman barang tersebut, dan pihak showroom tidak ada sama sekali konfirmasi

tentang perubahan waktu penerimaan barang kepada konsumen, sehingga pihak

9 https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/05-Salam.pdf

10 Ayu konsumen pada Showroom, wawancara pribadi, bertemu di JI. Sibatu-Batu, Blok 1X
Kel. Bah Sorma, Kec.Siantar Sitalasari Selasa, Tanggal: 20-09-2022 Pukul 11.00-12.00


https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/05-Salam.pdf

konsumen merasa dirugikan karena tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh pihak
showroom terhadap konsumen.

Waktu yang diberikan sewaktu waktu-waktu berubah. Tidak ada kepastian dan
kejelasan yang diberikan pihak dealer dengan waktu penerimaan barang yang
sepertinya berubah tergantung transaksi yang mereka terapkan, dan akan ada
konsekuensi hukum karena kejadian ini, dimana pihak showroom menjanjikan dalam
waktu 2-3 bulan. Namun seringkali memakan waktu 6 bulan, bahkan sampai satu
tahun, dan barang tersebut tidak dapat diberikan kepada konsumen, padahal waktu
yang diberikan tidak jelas.!*

Masalah lain yang sering terjadi adanya perubahan harga terhadap pembelian
sepeda motor yang telah disepakati oleh pihak showroom kepada pihak konsemen.
Dimana pihak konsumen merasa ada sifat penipuan di dalam akad tersebut, karena apa
yang sudah diperjanjikan berubah sewaktu-waktu.

Dan pada saat pihak konsumen ingin meminta uang nya kembali, dimana pihak
konsumen sudah memberikan Cash Noun (uang tunai atau kontan) pada pihak
showroom pada saat perjanjian sebagai tanda jadi awal pembelian bahwasannya
barang tersebut dipesan oleh pihak konsumen. Namun yang terjadi pihak showroom
tidak bisa memberikan kembali uang tersebut kepada pihak konsumen dengan alasan
barangnya sudah dipesan dan tidak dapat dibatalkan. Namun pada saat perjanjian tidak
ada perjanjian seperti itu yang diberitahukan pihak showroom kepada konsumen.

Disinilah pihak konsumen merasa dibohongi oleh pihak showroom dimana

mereka meminta hak mereka dengan pengembalian dana tapi pihak showroom tidak

11 Ayu konsumen pada Showroom, wawancara pribadi, bertemu di JI. Sibatu-Batu, Blok 1X
Kel. Bah Sorma, Kec.Siantar Sitalasari Selasa, Tanggal: 20-09-2022 Pukul 11.00-12.00



bisa memberikan uang tersebut, dengan alasan mereka sudah memesan barang tersebut
dan alasan-alasan lainnya, tapi hingga berbulan-bulan barang tersebut tidak datang
sesuai kesepakatan yang disepakati bersama.

Jika warga negara ditolak hak hukumnya, warga akan mengajukan petisi atau
bahkan menuntut pembentukan perlindungan hukum baru. Jika itu tidak berhasil,
kerusuhan sosial atau bahkan gangguan yang disetujui negara akan terjadi,
membahayakan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut, orang-orang akan
bersimpati dengan perjuangan warga dan akan dengan cepat mengutuk orang yang
mengabaikan hak-hak rakyat. Jadi akibatnya, akibat tidak mendapatkan hak, akan
menuntut orang yang tidak memberikan hak tersebut.

Dalam skripsi ini penulis memaparkan beberapa Showroom di kota
Pematangsiantar yang melakukan pembelian sepeda motor tanpa kejelasan waktu yaitu
Showroom CV Biru Motor berlokasi dijalan Tanah Jawa No. 98-100 Kecamatan
Siantar Utara. Showroom Pintar Motor belokasi dijalan Patuan Anggi No. 10
Kecamatan Siantar Timur. Showroom CV Sejati Motor Motor berlokasi dijalan
Merdeka No. 13 Kecamatan Siantar Timur.

Selain itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam ketentuan dalam kontrak
dealer-pelanggan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena

ketidakjelasan (gharar) seputar waktu penyerahan produk.

Kebijakan pembelian sepeda motor pasar bebas. Oleh karena itu, penulis
melakukan penelitian yang berjudul: HUKUM PEMBELIAN INDEN SEPEDA

MOTOR TANPA KEJELASAN WAKTU MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
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(Studi Kasusu di Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar)
B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menyajikan rumusan masalah berdasarkan konteks di atas:

1. Bagaimana Hukum Jual Beli Salam menurut Wahbah Az-Zuhaili?

2. Bagaimana Praktik Pembelian Inden Sepeda Motor Tanpa Kejelasan
Waktu di Showroom Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar?

3. Bagaimana Hukum Pembelian Inden Sepeda Motor Tanpa Kejelasan
Waktu di Showroom Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar Menurut Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, berikut ini adalah tujuan menyeluruh

dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli salam.

2. Untuk memahami masyarakat di Showroom Kampung Melayu Kecamatan
Siantar Utara Kota Pematangsiantar membeli inden motor tanpa
mengetahui waktu pastinya.

3. Untuk memahami bagaimana Wahbah Az-Zuhaili dari Showroom
Kampung Melayu di Kecamatan Siantar, Kota Pematangsiantar
menjelaskan kejelasan hukum jual beli sepeda motor yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
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Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan hasil penting bagi
ilmu pengetahuan. Peneliti mengantisipasi mendapatkan akses ke tunjangan
seperti: Memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu syariah, khususnya dalam
pembelian sepeda motor tanpa kejelasan waktu, dan menjadi referensi dan
referensi lebih lanjut bagi yang mempelajari lebih dalam terkait dengan transaksi
yang melibatkan pembelian dan penjualan barang tanpa kepastian waktu.
Menginspirasi penelitian tambahan dengan harapan memaksimalkan potensi
penelitian, penyelidikan ini dimaksudkan untuk memajukan pemahaman dan
membantu peneliti.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas solusi terhadap permasalahan
mengenai Akibat hukum pembelian inden sepeda motor tanpa kejelasan waktu yang
memberikan kerugian oleh pihak konsumen.
E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari studi rangkap. Penulis telah membaca penelitian ini, baik
dari Fakultas Syariah dan Hukum, serta semua universitas, tentang topik yang terkait
dengan inden membeli sepeda motor hukum tanpa waktu kejelasan menurut Wahbah
Az-Zuhaili, dan telah menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan
berdasarkan temuannya.

Peneliti memperhatikan sejumlah judul yang membahas tentang akuisisi
sepeda motor, namun tanpa menyebutkan jangka waktunya. Antara lain:

1. Agus Setiawan (2018) dengan judul penelitian yaitu “Jual Beli Sepeda Motor
Tanpa Dokumen Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten

Nagan Raya Dalam Perspektif Ma’Qud ‘Alaih Dalam Jual Beli” Jurusan
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Syariah dan Hukum  Universitas Islam Negeri Ar-Rani. Penelitian ini
membahas tentang jual beli sepeda motor tanpa akta dari perspektif ma'qud
alaih sedangkan yang penulis bahas adalah akibat jual beli sepeda motor tanpa
kejelasan waktu ditinjau menurut Wahbah Az-zuhaili. *2

2. M. Alvi Riyandi Adha (2019) dengan judul “Pengaruh Harga dan Kualitas
Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di CV. Antara
Service Lestari Medan ”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara (Medan), Berbeda dengan penelitian peneliti, yang satu
ini mempertimbangkan bagaimana harga dan kualitas layanan mempengaruhi
pembelian akhir pengendara sepeda motor, sedangkan penulis membahas
mengenai akibat hukum pembelian inden sepeda motor tanpa kejelasan waktu
menurut wahbah az-zuhaili.®®

3. Wariskun Lillah (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Transaksi Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden” Fakultas llmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini bertolak belakang
dengan kajian peneliti tentang akibat hukum pembelian inden sepeda motor
tanpa kejelasan waktu menurut wahbah az-zuhaili, dan memberikan gambaran
hukum Islam atas transaksi tersebut dengan sistem inden.*

F. Kerangka Teoritis

12 Agung setiawan, Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Kalangan Masyarakat
Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma’Qud ‘Alaih Dalam Jual Beli
(Universitas Negeri Ar-ranir, 2016).

3 M.Alvi Riyad Adha Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan
Pembelian Sepeda Motor Di CV. Antara Service Lestari Medan (Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara, 2019 ).

14 Wariskun Lillah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil dengan Sistem
Inden ( Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018 ).
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Penelitian didukung sebagian oleh kerangka teoretisnya, yang memberikan
penjelasan tentang konsep dasar yang relevan dengan variabel yang diselidiki. Peneliti
menggunakan berapa variabel yag digunakan dalam peneliian ini.%®

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, batas waktu penyerahan salam merupakan
bagian penting dari syarat jual beli, namun tidak demikian di Showroom Kampung
Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Menurut kitab Wahbah Az-
Zuhaili Al Figh Al-Islam Wa Adillatuhu juzu'empat, jika para pihak yang melakukan
akad salam tidak menentukan batas waktu penyerahan misalnya dengan mengatakan
sesuatu seperti "beli sampai saat ini" atau " jual sampai saat ini" kontrak tidak sah.
Karena jika jual beli yang disandarkan pada syarat maka hal yang demikian dapat
mengandung spekulasi yaitu menggantungkan pada sesuatu mendatangkan terjadinya
sesuatu yang akan timbul. Dalam bukunya, Al Figh Al-Islam Wa Adillatuhu

Juzu'empat, menjelaskan:

Ly LS dao> L}T@BLA&&WY\J&»&T S99 VJ....J\ 3 by

Artinya : Waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad salam, akad salam

tanpa tanggal penyerahan yang ditentukan tidak sah. 16

Jset VOV ) daid (ST o1 ST T g L 13 LS Y e
Artinya : Tidak diketahui masanya, seperti jual beli sampai “masa begini” atau

“masa begini”, maka rusaklah jual beli itu karena masanya tidak diketahui.

15 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat IImu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar Harapan,
1987), h. 316.

16 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275
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Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penundaan pembelian
atas ingkar janji yaitu:

1
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Artinya: Siapa yang menemukan haknya pada orang lain baik berupa harta
maupun benda dan orang tersebut selalu menunda-nunda dalam
mengembalikannya atau bahkan bahkan mengingkari utangnya,
berdasarkan kesepakatan fugaha ia dibolehkan untuk mengambil
haknya secara agama karena sifatnya darurat dan penting. Hal ini

berdasarkan hadis diatas: “siapa yang menemukan benar-benar hak

nya maka ia berhak terhadapnya”.*’

Jual beli yang dianjurkan yaitu yang mendatangkan kemaslahatan bersama
tidak mempersulit bahkan memudahkan antar sesame umat manusia, Islam juga
mengajarkan bahwasannya kita tidak boleh berbuat zolim terhadap orang lain, dan
metinya sesame umat manusia memberikan kemaslahatan, kaidah fikih mengatakan
“Addoruri yuzal” kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang mendatangkan
kemudhorotan harus dihilangkan, kaidah ini dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang
menimbulkan kemudhorotan harus ditinggalkan dan sebaiknya sesame umat manusia
memberi manfaat sesamanya.

G. Hipotesis
Peneneliti mempunyai hipotesis agar showroom dimintai pertanggungjawaban

atas kesepakatan yang dicapai dengan pelanggan sebelum membeli sepeda motor, dan

7 1bid, h. 378
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agar pelanggan diberi kesempatan untuk mengklarifikasi pertanyaan. Dimana pihak
showroom harus lebih berkomunikasi terhadap pihak konsumen sehingga tidak terjadi
kerugian yang dialami oleh pihak konsumen. Hipotesis ini akan diuji oleh peneliti pada
penelitian selanjutnya.
H. Metode Penelitian
Pendekatan atau metode ilmiah yang dikembangkan untuk mengumpulkan
informasi dengan tujuan akhir penyelesaian suatu masalah disebut metode penelitian.®
Peneliti melakukan studi berikut untuk mengumpulkan data, informasi, dan sumber
daya yang diperlukan:
1. Tipe dan Metode Penelitian
Penelitian yuridis empiris, sering dikenal dengan penelitian lapangan,
merupakan subbidang ilmu hukum yang bertujuan untuk mengamati dan
menganalisis penerapan hukum secara praktis dalam konteks dunia nyata.'®
Karena penelitian ini mengacu pada data dan masalah dunia nyata untuk
memecahkan masalah teoretis, peneliti mengklasifikasikannya sebagai penelitian
lapangan.
2. Pendekatan Masalah
Metodologi studi kasus diterapkan.?® Penelitian ini menganalisis akibat hukum
membeli sepeda motor tanpa pemahaman yang tepat tentang waktu yang terlibat,

berdasarkan pengamatan wahbah az-zuhaili.

18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60.

19 Santori Djam’an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2014), h. 86.

20 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 93.



16

Sumber Data
a. Data Primer
Pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan memberikan data asli.
Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Staf Dealer dan konsumen
yang telah dirugikan oleh sepeda motor yang kompeten untuk memberikan
jawaban pada penelitian ini.
b. Data Sekunder
Salah satu definisi sumber data sekunder adalah bahwa mereka
memberikan informasi atau data yang dapat mendukung pengumpulan dan
analisis data utama. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah dikonsultasikan selain
Kitab Wahbah Az-Zuhaili untuk menyusun data sekunder.?
Adapun data sekunder dibagi menjadi 3 bahan hukum antara lain:
1. Bahan Hukum Primer
Peraturan perundang-undangan, fatwa, dan peraturan hukum lainnya
merupakan contoh bahan hukum primer.
2. Bahan Hukum Sekunder
Kitab Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu contoh literatur hukum
sekunder; contoh lain termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

21 Mamik, Metodologi Kualitatif (Jakarta:Zifatama Publisher, 2015 ), h. 104.
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Pedoman atau penjelasan sumber hukum primer dan sekunder
merupakan contoh sumber hukum tersier. Internet, budaya populer, dan outlet
media semuanya menyediakan akses ke sumber hukum tersier.??

Proses Pengumpulan Data
a. Observasi

Pengamatan adalah fakta tentang dunia yang dipelajari dengan
memperhatikan sesuatu untuk mengamatinya. Peneliti melakukan kerja
lapangan dengan mengunjungi secara fisik Dealer Motor di Desa Melayu
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk melihat secara
langsung bagaimana kesepakatan kedua belah pihak dilaksanakan.

b. Wawancara

Dalam sebuah wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada
orang yang diwawancarai, yang kemudian ditanggapi baik secara tertulis
maupun lisan.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode yang tidak
melibatkan interaksi langsung dengan partisipan penelitian. Saat melakukan
studi  dokumen, perlu untuk mengumpulkan sejumlah informasi,
pengetahuan, fakta, dan data. Dengan demikian kitab Wahbah Az-Zuhaili,
dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain semuanya dapat ditambang
informasinya  dengan  terlebih  dahulu  dikategorikan  kemudian

diklasifikasikan menurut topik penelitian yang diangkat.

22 Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research (Yogyakarta: Sumbangsih,1984), h.
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5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pneliti menilai data yang dikumpulkan dari studi lapangan dan menarik
kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan. Penulis kemudian
menarik kesimpulan tentang informasi yang berkaitan dengan masalah studi,
menggambarkan dan menghubungkannya sedemikian rupa sehingga diberikan
dalam format penulisan yang sistematis untuk memberikan solusi atas pertanyaan
yang diajukan. Analisis data studi ini disesuaikan dengan topik penyelidikannya
konsekuensi hukum dari pembelian sepeda motor tanpa tanggal pasti. Metode
penelitian Kkualitatif, seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi
partisipan, akan digunakan untuk menilai data setelah terkumpul.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah untuk diperdebatkan dan dipahami,
penulis menggunakan pendekatan metodis untuk memecahkan masalah utama yang
disorot dalam 5 (lima) bab:

BAB I: Bagian ini mencakup bagian-bagian berikut: pengantar, pernyataan
masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, studi sebelumnya, hipotesis,
kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Di sini diceritakan riwayat hidup Wahbah az-Zuhaili, pengertian dan
dalil hukum transaksi salam, rukun dan syarat transaksi salam, serta hukum
pembatalan jual beli salam.

BAB IlI: Kota Pematangsiantar, Kabupaten Siantar Utara, Kampung Melayu,
Kondisi Geografis dan Demografis.

BAB IV: Bab ini menganalisis regulasi Wahbah Az-Zuhaiili tentang pembelian

sepeda motor inden tanpa jangka waktu yang jelas..
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BAB V: Kesimpulan dan beberapa saran diberikan dalam bab terakhir ini.
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